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Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pulosari
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomor 8/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
6/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);




Menetapkan

31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84 /E);

32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019
Nomor 3/E);

33. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun
2023 Nomor 4/A);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA  TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

L

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
keamanan, dan ketertiban.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa.

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan,
dan ketertiban.

Pemberdayaan  Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan  kemandirian dan = kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

nonl 1r1a11l Aan Aadat iotindat TMaan
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Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya  disebut = Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup
manusia dan penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat
didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan
informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi
objektif Desa dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk
disajikan menjadi informasi yang berguna dalam
peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan
Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber
daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber
daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat
diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa
menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau
menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan
dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat
Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan = Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

Lembaga Adat Desa  adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana  Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah wupaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.
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31.

32.

(1)

masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,
dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Tujuan dan Manfaat.

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.

1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
. 2.1. Visi — Misi Kepala Desa.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BABIII : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, Kkrisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial yang
berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas = Program dan  Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2025.




BABV
LAMPIRAN

4.2,

Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2025.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

PENUTUP

1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
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20.
21.

22,

23.

24.

25.

Berita Acara Musyawarah Pembentukan
Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan
Daftar Hadir.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana Program dan Kegiatan
yang Masuk ke Desa.

Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan Desa.

Daftar Prioritas Usulan Rencana Program
dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa
untuk 1 (satu) tahun  anggaran
berikutnya.

Daftar Usulan Masyarakat Desa yang
Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak
Ketiga.

Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun
2022.

Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
Berita acara hasil penyusunan rancangan
RKP Desa.

Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang perencanaan
Desa.

Berita Acara Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

Dokumen Pandangan Resmi BPD.
Keputusan Kepala Desa tentang Panitia
Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
Penyusunan Prioritas Program dan
Kegiatan.

Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa
tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahanan
rancangan RKP Desa tahun 2025.
Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun
2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
nencesahanan rancanean RKP NDesa tahiin



26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-
RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun
2025.

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2025.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa.




Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuli, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Dite : g@ di Desa Pulosari
a temggal, 23 Oktober 2024

Diundangkan di Desa Pulosari
250ktober 2024
SEKRETARIS DESA PULOSARI

L

WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 20234 NOMOR 4/A




BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun dua ribu
dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

L,

NEFI UFUS SOLIKAH : Kepala Desa Pulosari dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulosari
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. MUSTAIN, M.PdI Ketua BPD Desa Pulosari

EKO CAHYONO Wakil Ketua BPD Desa Pulosari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1,

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK
KESATU.

PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila
semua proses telah selesai.

PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk
mendapatkan evaluasi selambat — lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

%:— = BUp'q}‘

Wakil Ketua BPD,

EKO CAHYONO




NOTULENSI

Agenda Kegiatan  : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2025.

Hari dan Tanggal  : Rabu, 23 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Notulen:
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DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari
Jumlah Peserta 8 Sdmadnmemones orang
Laki-laki : ................ orang, Perempuan : ................ orang

NO NAMA L/P ALAMAT M:::::’ TANDA TANGAN
1. (Umy m,u,uia,u_\adal.. p | dUumber mulys | TK L. (J )
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NO NAMA L/P ALAMAT s TANDA TANGAN

3| dnie, P-w 5
4. | (Mol h#ty g7y gy

1. | Setarrat

36. | Aua
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DOKUMENTASI

n GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676224° Long 112.344656°

23/10/24 07:52 PM GMT +07:00

n GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+agrj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676234° Long 112.344632°

23/10/24 07:51 PM GMT +07:00

o n GPS Map Camera

4 \
Jombang, Jawa Timur, Indonesia
88fv+arj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676236° Long 112.344651°
23/10/24 07:50 PM GMT +07:00




DOKUMENTASI

AH DESA F
GESAHAN RKPDES

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
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Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676224° Long 112.344656°

23/10/24 07:52 PM GMT +07:00

n GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676236° Long 112.344651°

23/10/24 07:50 PM GMT +07:00




DOKUMENTASI

n GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+agrj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676224° Long 112.344656°

23/10/24 07:52 PM GMT +07:00

g GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676234° Long 112.344632°

23/10/24 07:51 PM GMT +07:00

: n GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+arj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676236° Long 112.344651°

23/10/24 07:50 PM GMT +07:00




DOKUMENTASI

SYAWARAH DESAS =Y
GESAHAN RKPDES @

S5t .GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676239° Long 112.344618°

23/10/24 07:50 PM GMT +07:00

EJ 6Ps Map camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676224° Long 112.344656°

23/10/24 07:52 PM GMT +07:00

- u GPS Map Camera

Jombang, Jawa Timur, Indonesia

88fv+grj, Pulosari Satu, Pulosari, Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61474, Indonesia
Lat -7.676236° Long 112.344651°

23/10/24 07:50 PM GMT +07:00




\il‘l]J

FSTAT TPy nTRUCH) oup)

ML LN 5 00 000 T e | | e X
SGa 1007000 00¢ =y =3P Y w m—1 vomd T esagdd] wRq aeddy o) W iung
— - ,
< AUy | IR s Sy _
oYy saqa L0 000 § e | TP wyesmASTy ] | uEsong T 39 - = X 4 X =d hu
SpURg | B TEyEigey URUnSL
191 A
‘ wrgEqru v SORdV
b L) Saa (IR Ty g By Ry, ey | SOy Ta] iy &( !““._L 2
w9l (1P PR N U SN )
. . ’ ‘
bl g LT SOa 00 T00 00 ¢ Ry W) YR ungEy | SO, e g o0 i _
_
2191
. ‘ Do PP INGIESI TRRn )
woEw Saa 0 00 005 uepy L STy umEj | ursofmy es) nt::ﬂ.“.”u_ﬂld-i..l T E”_

" Iy THRAY g | vs
L LI saa o0 O oo 9 = T TR ST umgy | EnOIng B uu 24 - ..5._ weodigay urp ey
i 3 UCTURDURING UL eleig vegl ¢

R ; LU EdiTR g s
oy Sox 00 000 000 10| ey ELITASTIN war | UmsOrmg TS0 } iRUTySROy Sy P a
5 . (apdier) esq draseay cep yosoes|
bl L S0 CRCUTRPETRTY UG | By gy e ESOEg TR LU
el 0l SITINUIRG WWEEMSS RIS | pehg wrmmrueg voyngepssddey musumupy | ¢

2 Ry | g
FURENS saa RO RC TR UmpEyL 1 TR YR g ange] | URRO g ) _im..:“”é-ﬂ“ﬂx £m 3

Lt L) Nuid 00 000 0 oL T e B Y] LS umpey | UTSOM| TS(] = =
5 My Aty Sunpor) s mgauag | >
LTEUSIA] TR TR TS e gl T

oy NAd /000 000 D82 =ge] | yes Ty umgey | uTmomg es R O
P g UL joydung e | Lep B

b b LAY (O ] Fusea) ¢
IV OO0 My (Y ey | TR iy Uk Of eSOy =) YR g ump mep BEday U] ITPWILSGS

FiopnyRuy aav  foooon o ) O Wiy TEA() iy o) oy B0 z_q.waai—..vqw?uﬂ .a,
]

msay aav 000 000 005 5 | iRy | N =P Iy I 15 RSO, B} v AN LN PO O] e an g

(3¢ WRTRISS eney

EpepayEag Qay 00 OO0 (s ¢ ) | adv ey | uRsomg TR0 IOy oy ey pIng W, W
NIV T (M [FR0rRS ) WRIpo g

Ropryeas aay oo ooy 11 o] | ads ) g umsopg TG ol 18 R | g
Ejogany TRy B R e Y |
LY aax 00 W% LXT ) ungry | W esaq) Teday e o1 uTsomg TSN UG P UNIND “ 90 NIV
VR QLG [TaoeT () IneS eS|
oy aay  Joowes zes 3 unig ) | :ea..“w.__a._.,_ua.é Ao a1 wTsom s ok " ..Hmh”.nawm p -.“ux.d_
vjoRNEuS aay M) 000 009 29T gy | g g ST . LEsepng BEX] - EG“HQSH:“_ 5.9-....“.._..
uEuedn REY YIun g TR R
op aay 000 NTT (¥ oELL R Tedey sumipy | umsomq #Sq vep den ) “X—.’H””in?:l” R Tpy ) RSN UDEETIMDS J RDOISEd0) T s g
wep efiundun | depg chaoy weaiopang] Furpeg 1
- ! 4 ¥ q
(e302y] Yeyly
swess{20y /g sing (dw)
TRy .- 43quns qEjmng ueeumsywpg | eEjUEl uemeg €707 unye) | uepelsag ungep =
+ o . - u‘ u
esel13y /0P ENs) J— e | S—— weye) uerede) ptaey | Bupsropg mxg u“ue-.unw. ueiedyy stuaf epy qus uepig oy
e uREAEIqUIag MRPUIIN
T €124 ®104 1qung wep wimg
UNAWLL VMV ISNIAON

DONVHWO!S NALVdNEVA
ONTAVEH - NVIVIWVOIN
VSO - vsad

STOT N IHV L VS0 498
VSAA HVINREAWAD VRN FAVYONTH



e T

Z -4 (NG Oguey Sesod ) YL
Ll 2d Al TN sud N 000 4 umEy 1 TE(] UL way | uRsong R
xerdar s b TR Wgng suop e rSieRuRdl  ep seynwoy tungnyeg uepg gns | o
o ) Nl 00 000 000 OF e | IR =y i L R R ] ERq) W d0piy et T ainaius g Snpipy unBunyBur | wp oy R ws! s
i
qepeay Nad4 O OO0 000 O ey Ly )R mong T ¥ — ¢ vy ...1.3‘ i
. C LIy WA YOS WIS uny
L LE widd X0 0060 000 10§ i ERESER g Loy esag) m oy
Kakasgada L 1§ ] (s ey AN TURGEa g wevryruag ves vy #oreg qns| ¢
: 0] WL
bt ) a4d 007000 000 07 ey | YRR ST)y n oo RSOy s3] ; " _._o ~
2 ) (g seyops Tuome) ) g e[ BRIl
FopEas s0a VMK | angey | IYEEATY wosl oMy v N g A
22 () mey wmaes ) ey st
. ¢ » A
Epopycasy a0 W00 (0 s umyey | RIS nutLt s Last] 4 B T PRSI
. TR W R Suorrg
o 3 « . ng o WL A R0 % -
s NN ar umng J1 TR W uReomy B 2 ey T g YRy URCHeq U URRIR UTD N ) urelowd, | Bmpe] s
FIORYEas saa 00000 000 1 umE g 1 61 =pey oYRg | uRORg TRQ £l ! e e e e |
FropmEsy saa D000 (K9 Wy | WY Ay ey | UTRWG TR(] < ( NPRs ]t V] s | NPy
nepYEes s 00 (00 9 o T YRR Ry YRy | LRSI G TRAQ) RlEuaiy NpUR oy WSO wa g
T ] ON JH D) SR Ut |
NOEYENS Saa 00 00 2 wygr) | TR STy wYTE LRsOmy TSN LRy ) SUIGESIP VGO M0
Frqg npo (50, LR,
vo (N SPER0G mpm sy
bl L) SO o oo wngey | e o g Wy | Loy #a) UL Ry ey
S UTITYRUND 4 BTGRP Y SmmBaun
KjopryRay S 0o oo ¢ umpwy | O AT, L T8 mong TS iy g -E-EL:J:. .:_”
Fjopmeay saqa ' ey YIS gy | Lsapng rey) ey @y e e ifopiung
RSN
o Eas sia e | gL gy " | oMy e DpEy oy KRR | PR GEy Y
TRYPSN TIRPH] YUY U UynALeg
N . § (JOLOSU) PSLET] (UL Sy SREqUE |
L e LY SOna ey PR Ny g | oy v ) PR W AB RN
199 AN
FlopRms S LK ouE) | eRE SRy aur] | MG T (0] £ I IRg0) €] YN SHPeNog A5a)
IR Y0d ITRERRR AR ey SuTpg gng
b 2 e saa 00000 (001 ¢ " unyry | Uy ey »yd | i g weg) (Urord) NL G IV 200 grpy
E (msTeerd)
s 000 (M) T uni e 2 s, T
oY sei 06 51 w1 as enss 4| mag QY8 Bnpor) imanhuquiag
FOEENS saa SRCCIN] I unyey | TRTASTY ¥4 UESOn wsag) TR(] CETEISNAR ] IRIROREE §
Ao sea KN 00 & umR| | WREASER, 2 LIPSO #5ag PR GO UBWE | ERERUaR v
IR ismsaudiog wysy
Ll te LN Saqa y w0l unvgy Qs ewsig wyRd i oy #aq) vy 0 ppipuag weliungng
3 RI sehepiny ep]
Fjopyeay oy = » L e o
saa L 1 ey | e gy vd L umng T o5 reddons e 2 a
r B Y iy
nopeay sua 0000 D00 0L ) | S Tusg wyd | wwsoing s miSury  vreeg vrum ) vewwsndiog
PURITSRL] SRP DR EHOWD
, esomy ey gy
gy N T > e e 0Ny T =
Saqa 00700 X l Wi | syunisuys d | d T80 k11 v " e g
n (P SRRy JOUSH]) B WY RO JUON
FoprpEwy Saqa 00" 00 | L 8 o] yenEvyy e | FEsOmg YO WP Od L VL VALNLANYS
WRTRCR S
Lo LU SO0 e | LAt oY Ry | LIRS0 i) O] MRULOU] R mefungreaiios §




OSSN ST 000 000 R R sy g | Lisomy esa SO WA O] o iy Gy N
FloEEay dvd JARs ms (M gy BN AT, asy | Oy ) ¢ g Wy el
TRy e Saa OO0 00 ) La T Aoty gy | oy TG VIS(] SUSI0d WRC) e FUINPRAS W R PYPg et NS
WRENEY
Ll i LU <00 007000 001 4 ueam | | Ry oy | mromy e %_inlﬂﬁalﬁn@ﬁ
TPLE TR e e T
RAEER T RUSY R LR RS
ey ay S0 000 ¢ g | RS wu | Lmsopng eag PGS WOOES AR ST ST IV ) iy
UTp BN SN PEs) isusdoy Surpey gns|
LiL e LI sad 0D 0 ey | RIS mey | sy ey ) O, Auwary ruonEd() ey
RS R e — ER] Ay W ey Ry
" saa 900001 LT AN ml T fundumey efmgusiung orp usymequng | wndwaizg imeEpRgned Sureeg gng| 1
z ey v
. sud hedhaads uEL | el P ond.red [ YU 4 sgm TS TIRWPI00 N
B L1890 ) ngp Sesesh
FloEYTay saa OO0 000 { o) | IRy =y g vl 3 yod Y 1240y s
9 Y|
RS Uy oo po 3 ey L o Y ™ uiOmng 2 s
. g
R b b LY Saa OO 00 T g § RR L ed | HVROPg T sdin g o
1 X TR0 | ENETed | JNIS| SRR N TP WUY WPEmpuiieg
RS sqq 00000 002 gy | Iy Ao USOfd TR w5 muainy msdvy cumgunsy duwaiag paquag dupig gos) o
R L T 000 (HK gy wiaq) Yiimog 0 & ursopng TR TR YRy mmovdey sy
=0
Lt LN na N u—p) | ewag) epeley a0 g Y] w1 ey seadey eTrySunog snmandy susdry eneyisny Sepg qos) ¢
(g T AremyopaTud soynposd
VRS wad =y, gy ey | g V(] W) o g CRUTUR | ISWIPOL] USRS § I d
ETIING, D URARLAG SEpig qng| | Surpng
neEYEas $Qq 0y L) nyw) | Nd Rd | msong T8 NN QU g
TORYT M td NI 1 ey QN1 g | uwsomy R0 (AT woaguag) Ty iy merinquispry Soeprg ang
T mYe ]
epems Hid 1Y x unyry | RITASIY | wmsong e RLPIDSAY RGUTRJ U ISR ESTARY) UTP IREPISIS Y P n:Wﬁ
TEYERASTRY
RS Ta RO unyey | A Wy imsomg e IO TN TR DR URRN
L g LU Hsid oloemopE | wmElg i TWELIOE TTW | STy ﬂ:E.E..&_
o TS(] TYIU L ITRARpOQIY
epRay S 0 00 (K unyey 1 LaLialid umye] | wesOng TE(] I gy 0N LI g URTURTRFY WP UTTARPAGSY Hpeg 4ng) 7
FIORESS S0a 00 000 000 T umgEy La L ™y | AEOMg TN ey, A miunridmung
TP O I LA N LR Y
O Eas avd 00 00 b I8 franr) By | EOPG TR s | sy TRy P IS
oy saa . wa TR (TR GESTNPAT}S P
wuranTy wg maRRoRpasg vieprieg Lcateal) EQQINIY TRy FUTDIG QNS
LT LI T TN | T wLTg orfurgmsSuag
it RSy BEpig aes| 8
mne) mda | Sooue | sumaeg < Bmpen)
bl h ] Sexl 000X oniE) | ] Eusang DR Mg YR S g N g
R SR B sep T3 WPy ges) L
g
rloprpEwy saa 00000 ) e B YTRISOns 4 ey RSOy esag) rtypdy GSEQOQ IFPUUOY GNP MEUOU]
Sopouwy | § wuaTs YRR
U] WG T ‘i
wpopanemy sud 0 00 0 Lo J O v aUmsn g e | umsomg TR0 wumyPuy wisquaing umpeiog|
w2 e
Lt L saa 000 g TR PULROR URIOmy TR(T BRUDOPE UTP MRINNOY SRSy iU

O () TS |








